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PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG 

NOMOR 3 TAHUN 2009 

TENTANG 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KABUPATEN SINTANG, 

bahwa Administrasi Kependudukan memiliki nilai penting dan strategis 
bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan 
bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan Administrasi 
ependudukan secara terkoordinir dan berkesinambungan; 

bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status 
pnibadi dan status hukum alas peristiwa kependudukan dan peristiwa 
penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Sintang perlu dilakukan 
pegaturan tentang Administrasi Kependudukan, 

bahwa dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan 
penataan ministrasi Kependudukan di wilayah Kabupaten Sintang yang 
ledin dani kegiatan endattaran l'enduduk dan Pencatatan Sipil; 

balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurf a, 
hrt h dan hurut c di atas, perlu ditetapkan dengan l'eraturan aeral 

Undang-Undang Noror 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 
Undang Darurat Nomor 3 'Tahun 1953 tentang Pembentukan Daeral 
Tgkat II D Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, 'Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I, 'Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) 

Undang-Ulndang Nomor 8 Tahun 198] tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198] Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor '3474), 

5. Undang-Lndang 



.• Undang Un«dang Noor IO 'Tahun I992 tentang lerkembangan 
Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara 
epubli hlonesia Tahu 199? Nono '', 'Tambahan Lemhaan Neg,at 

Repulhk Indonesia Noror 'A75), 

G U/dang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) 

i hndag Undang Nomor 2Z' 'Tahu '200'Z tentang Ferlindungan Anal 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42'35), 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor I2 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 'Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

I0. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4436), 

I. Undang-Undang Nomor I2 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) 

2 Undang-Undang Nomor 2'3 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOG 
Nomor I24, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 
4674) 

I'3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3050) 

h Peraturan Pemerintah Nomor 27 Thun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Actra idana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32), 

I. Peraturan Pemerintah Nomor '31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang 
\smg Dan Tidakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu 1994 Nomor 52); 

I6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Urdang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1736) 
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leattan l'eennlah Nomot 'A T'al ZAK'i tentang I'emhagian Uhrsat 
'ememntahan Antara emenntah, ememintahan Daerah Provinsi dan 
eemntaban Daerah Kabupaten/Kot (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 22OU7 Nomor 82, 'Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Noror 4737) 

eatan I'eeint,ah Noon h] 'Tl 2(01 tetang Organrrs 
erangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2O07 

Noor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 
7h 

Peraturan Presiden Nomor Tahun 2007 tentang Pengesahan 
engundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perudang-Undangan; 

IKeputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 
ntommasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Tambahan Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 119) 

'eraturan Presiden Nomor 225 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata 
Cara l'endattaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil: 

eraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
'enyidik Pegawai Negen Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sitang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9) 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang 
engelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 

Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 25), 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor I Tahun 2008 tentang 
/rsan Pemerntah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Tahun 22008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sitang Nomor L); 

eraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sitang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daeral 
Kabupaten Sintang Nomor 2), 

Dengan Persetujuan Bersama 

Menetapan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG 

dan 

BUPATT SINTANG 

MEMUTU'SKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
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BAB I 
KETENTUAN UIMIM 

Pasal I 

D)lat le.tan Dae1ah ii, yang diaksud dengat: 

Dae ah .l.al.h Kabupaten Sintang! 

2 eemtah Daerah adalah Bupat beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan 
pie nit,ht,f 

'3 Bupah alalah Bupati Si tang 

h. Dewan lerwakilan Rakvat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan 
al.t Daer,h Kabupaten Sintang; 

• lnstans Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yang 
diben ewenanga dan tanggungjawah melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang 
\dutstrasi lependudukan; 

6. Administrator Data Base adalah pengelola penggunaan operasional database dan monitor back 
up l recovery dani data Sister lnfornasi Administrasi Kependudukan setiap hari; 

7 Kepala dinas atau disebut juga Supervisior Perizinan adalah pengelola data Kependudukan yang 
bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola Sistem Informasi 
Ahmustrasi Kependudukan ditingkat Kabupaten atau di bawahnya dan 
metgsulkan/membatalkan usulan pengguna Hak Akses; 

8 Op.tor adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, cetak 
dokuen, cetak informasi data statistik dan laporan sesuai dengan persetu;uan supervisor, 

9 Ke amatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang 

Io. Caat adalah Carat di Wilayah Kabupaten Sintang 

l Des.a adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berdasarkan 
asal sul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sister pemerintaham 
Negara lesatuan Republik Indonesia; 

I2 Kehahan adalah wilayah kerja Lurah yang berada di bawah Kecamatan sebagai perangkat 
daerah Kabupaten Sintang 

I., .) Lah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Sintang; 

Tetangga sang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang berada di wilayal 
en Si1tang; 

arga sang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di Wilayah Kabupaten 
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I6. destrast Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen serta 
Data Iiependudukan melalui Pendattaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi 
dstrasi ependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain, 

I7 Penduluk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia; 



·, 

I8 I h habupaten Silang adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat 
hi Ah h.bpaten 'tang! sestai pealutan petulang udang'an yang herlakt; 

I! • rep,ra Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain 
.t hh. dean la clang sebagai Warga Negara Indonesia; 

220. On \wig adath orang bukan Warga Negara Indonesia; 

22I tun T el 'Tebatas adalah izin tinggal yang dibenkan kepada orang asing untuk tinggal di 
wl.ah egar,a Kesatuan Repubhik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan 

petulant' slang}t, 

Z la is,gal Tetap adalah izin tinggal yang dibenikan kepada orang asing untuk tinggal di 
lie at. Ifesatuan Negara epublik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

tar,u vang berlakt; 

y -·· le lu Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengala:i hambatan 
dala emperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kersuhan sosial 
dan g terlantar serta komunitas terpencil; 

endattaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atau pelaporan 
pesta kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta 
penerltan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan 
kep ludukan, 

Penstwa ependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena 
membawa ahibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk 
dan ala surat eterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, 
sela status tinggal terbatas menjacdi tinggal tetap; 

oon lnduk hependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk 
vat bersitat ik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdattar sebagai penduduk 
lntd Sta, 

T Keh ;a adalah sescorang atau kelompol orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau 
u lain yang tiggal dalam satu rmah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga; 

2ZS8 Kart Ilarga van, selanjatnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data 
tent. namna, susunan dan hubungan dalam keluara, serta identitas anggota keluarg 

229. Awggota IKeluanga adalah orang-orang yang nama dan identitas Biodatanya tercantum dalam 
kart kelarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggungiawab kepala keluarga; 

30. Kart Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi • penduduk 
scbag,i bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan 
Re blik Indonesia; 

'I l'en atatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register 
en .tan Sipil pada Instansi Pelaksana, yang penggangkatannya sesuai dengan ketentuan 

pea! man per«dang-undangan, 

z I'eal at l'encatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang 
hialat seseorang, pala Instansi Pelaksana, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan 

peal an perundang-undangan; 

'3 Dolen encatatan Sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil 
yang meliputi akta kelahiran, akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan 
pengesahan anal, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa penting 
lat at 



( 

'h. \kt. tat.tan, Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan teitang peristiwa kelahiran, 
p+ l..as ·la pee.tan hap any hulabetap!ma slam, pepaktan (dan pengesathan anal, 
pews,halant anal/atlopst, erattan, g{al nata scrla penslwa penlg lain ya, 

.• le.A, lent ad,al.hi ephian van thalami oleh seseorang} meliputi: kelahiran, keratian, lahit 
alt. 1 thawan, Iteraant, pegakuan anal, pengesahan anak, pengangatan anal, 

perhahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; 

6 l'l.ah Datang l'enduluk adalahr perubahan lokasi tempat iggal untuk menetap karena 
perpidahan dari tempat asal ke tempat tujuan; 

37 Dolen ependudukan adalah dokten resmi yang diterbitkan oleh Dias yang mempunyai 
kekuatan huktum sebagai alat bukti auntentik dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk 
dan pencatatan sipil meliputi biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan dan 
Akt I'encatatan Sipil; 

8. Katu ldenttas adalah keterangan tertulis dan basil pendattaran penduduk yang terdin dari kartu 
keluaga, kartu tanda penduduk, kartu identitas penduduk musiman dan surat ketarangan 
temp .al Ir,al, 

39. Bio data penduduk adalah keterangan yang bensi elemen data tentang jati din, informasi dasar 
serla avat perkembangan dan perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang 
thalami sescorn, 

K Dat IKependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang berstrktur sebagai 
hasil dani kegiatan pendattaran penduduk dan pencatatan sipil; 

'l Rey.h. adalah pelugas registrasi peg{awai negeni sipil yang diberi tug;as dan tanggong jawal 
meal la pelayanan pelaporan peristiwa ependudukan dan peristiwa penting serla 
pen;;erolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan; 

h2. Sistet ltonnasi ministrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SAK adalah system 
intonnasi yang memantaatkan teknologi intorasi dan komunikasi untuk menfasilitasi 
plolaan intornasi Administrasi ependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas sebagai 
sat he ~ltan, 

''}. Data pnbadi adalah data perseorang{an tertentu yang disipan, dirawat dan dijaga kebenarat 
set «hhdungi kerahasiaannya; 

h. Kantor Ursan /gama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang 
mnelalsanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk 
van; er,gama Islam; 

, Kante lrsan gama Kecamnatan yang selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan. kerja yang 
melalssanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rjuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk 
vat h» agama lslamt 

' Kato I nrsan \gamna fecamatan yang, selanjutmya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang 
tne ala penealatan ikah, talak cerai dan mjuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk 
va + gama Islam, 

7 Lt lalsana Teknis Dias yang selanjutnya disingkat UTD adalah satuan kenja Instansi 
lelala di Tigkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan 
ewenangan menerbitkan akta, 

48. Penyidik_. 



s e hlegawat Negen Sipi yang selanjtya disingkat I'!'NS adalah !ejabat legawai Negeni Sipil 
et» tu h lip#up,an I'emerinlaha daerah vang diberi wewenang khusus oleh dang-untdang! 
he lahula pea hha tehalap pelangatan l'eatan daeah dan l'erattan l'eruda1i! 
l. at be1lat, 

'at hen. lean;plat Dae1ah yang; selanjulnya disingkat SKID adalah perangkat daerah pala 
pen wt,h daea' selaku pengguna anggaran/pengguna barang 

BAB II 
PENGETIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK 

Pasal 2 

(I Yans lnaksud dengan penduduk adalah: 
hki identitas penduduk Kabupaten Sintang; 

h ga Negara Indonesia turun temurun tinggal di Sintang tan:pa memiliki dokumen 
wnendudukan sebelum terbitnya Undang-Undang 2'3 Tahun 2006; 

« I.h Datang ke Kabupaten Sintang dengan surat pindah; 
d luduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Sintang selama 6 

.n Bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor Z3 Tat 
• tetapr memihki identitas Kartu Kelaarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan alamat 

daeah kabupaten/kota lain dan tidak membawa/memiliki surat keterangan pindah; 
eludul Warga Negara Indonesia yang metiliki dokumen Kartu Keluarga dan Kartu 

Fnda Penduduk lebih dani I (satu) tahun di 'uar negeri ternasuk Tenaga Kerja Indonesia, 
sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke 
hiabupaten Sintang untuk menetap tetapi belum melapor 
arga Negara Indonesia yang pemah menetap lebih dani I (satu) tahun di Luar Negeri 

tenasuk Tenaga I{era Indonesia, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
out, dan telah kembali ke Kabupaten Sintang unutk menetap tetapi belum melapor 

() Tat. eaa dan persyaratan menjadi penduduk Kabupaten Sintang sebagaimana dimnaksud dalam 
vat It b, d, e, dan t Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah 

Pasal ' 

(I) Setiat penduduk mempumyai hak untuk memperoleh 
a. lumen kependudukan; 
b plavanan yang sama dalam pendattaran penduduk dan pencatatan sipil; 

pllungan atas data pribadi; 
d. epastian hukum atas kepemilikan dokumen; 
e toast mengenai data hasil pendattaran penduduk dan pencatatan sipil alas dirinya 

dan/atau keluarganya; dan 
anti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalarn pendattaran penduduk 
dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana, setelah 
alanya penetapan pengadilan 

(2) Tata aa persvaratan untuk memperoleh hak sebagaimana dimnaksud pada ayat (I) huruf 
a.be le dant lasal ini, «diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah 

asal 4 

Setiap p 
epatla re 

pendatla 
Vang berlal 

lul wajib melaporkan penistiwa kependudukan dan penstiwa penting yang dialaminya 
r dan pejabat pencatatan sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam 
luduk dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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BAB III 
PEL AKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

DAN TENCATATAN SIP'II, 

(I) lememntah Daerah berkewajiban dan bertanggang jawab menyelenggarakan urusan administrasi 
Kependudukan yang dilakukan oleh instansi pelaksana. 

() lnstans l'elaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) Pasal ini, berkewajban: 
end.attar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting 

b embeniha pelayanan yang sama dan professional kepada seliap perduduk atas pelaporan 
penstiwa kependudukan dan peristiwa penting 
eerbitkan dokumen kependudukan; 

d. vendokumentasikan hasil pendattaran penduduk dan pencatatan sipil; 
e menjamin kerahasiaan dan keamanan data alas peristiwa kependudukan dan peristiwa 

penhig dan 
mnelasanakan ventikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk 
l.al.a pelavanan pendattaran penduduk dan pencatatan sipil 

(3) Instanst pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) Pasal int, dalam melaksanakan tugas 
dan tungsiya dibantu oleh kecamatan, kelurahan/des.a, dusun, RW dan RT_ 

Pasal 6 

(I Pend.ttaran Penduduk dilakukan oleh registrar 

() Seb hon melakukan pendattaran penduduk dan pencatatan sipil penduduk terlebih dahul 
eta sural kelerang;an/pengantar dan RT getempat. 

(') Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diangkat oleh Bupati dani Pegawai Negeri Sipil 
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku 

(/) Regyshr menerima pendattaran penduduk dan mencatatnya dalam buku register. 

(5) Replat «dapat meminta kepada pemohon pendatlaran penduduk untuk melengkapi data alau 
meta keterangan tentang ebenaran data. 

Pasal 7 

leneatatan Sipil menema, mevenfikasikan kebenaran data, mencatat data, 
tang{at register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan 

(I) Peneatatan sipl bag pen«duduk dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil 

lenealatan Sipil diabat oleh F'egawai Negen Sipil dari instansi pelaksana 

l'eeatatan Sipl sehagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diangkat oleh Bupati 
aw. egten Sipl van? memenuhi pessyaralat 

(2I I', 

(: ' 4 

d.at 

' l' 
Al 

sip 

(5) Dalam hal Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berhalangan, Bupati dapat 
mentnjuk pejabat lain dari instansi pelaksana 

Pasal 8 ... 



' 
Pasal 8 

(/) Ital I me alat dalat buku tertet sea leletat{an/penganlat yang hibenikanrya epatl 
polo petulatatan pedtluk tan pencalatan sipil 

() Keto, KT menyapaikan laporan perembangan penduduk/warganya kepada Lurah/desa yang 
hiteml hair kepad ketua \W setempat seliap'3 (tiga) Dulan 

(') Tt.s ea penealatan dan penyampaian laporan sehagaimana cdimasud pacda ayat (I) dan aval 
t: .e , heel,a hah dan hew.than Ketua KT dan Keta W diatur dalam I'eraturan Kep,al, 
De1,l 

Pasal 9 

(I) en.at.tan mikah, talal, cerai dan rjuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat 
Kee.atan dilakulan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan 

Z) I/ntuh embenihan kemudahan dalat pelayanan pencatatan sipil pacda tingkat kecamalan dapal 
hh tuk, II'T] dengan lewenang;an menelitla aahla penealatan sipil 

('3) es.tatan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamnanya belum 
dialu berlasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bag penghayat kepercayaam 
bee loan pada peraturan perdang-undangan 

BAB IV 
PENDAFTARAN PENDUDUK 

Bagian Kesatu 
Noror Induk Kependudukan 

Pasal IO 

(I) Seta; I'enduduk wajib memihiki NIK 

(2) NIK sebagaiman damnaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku seumur hidup, yang diterbitkan oleh 
instanst pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata 

('3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dicantumkan dalam setiap Dokumen 
fependudukan dan dijadilkan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok 
wajib pajal, polis asuransi, sertifikat hal atas tanah, dan penerbitan dokumenidentitas, lainnya 

(I Ni scbagaitnana dimnaksud pada Pasal I0 ayat (Leraturan ini, terdin dari 16 (enam belas) 
ligit tenin dart 

a. 6 tenam) digit terdini atas pertama kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan 
tepat tinggal pada saat mnendattar, 

h G tenam) «digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk 
erempuan tanggal lahimrya ditambah angka AO; dan 
' (empat) digit terakhir merpakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara 

tomatis dengan siak 

(2) NIK ... 
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() MI Vang dituhis dalam I6 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, 
hilet,kl.in pa«la posist endatar 

() Ket tan lebih lanjut mengenai persyaratan, tala cara dan rang lingkup penerbitan dokumen 
le tit.e. lat, ela pee at, NIK, aka thiattt den l'erattan lupali 

Bagian Kedua 
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan 

Paragraf L 
erubahan Alamat 

Pasal 12 

(I) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk instansi pelaksana wajib menyelenggarakan 
penerbitan perubahan dokumen pendattaran penduduk berdasarkan pelaporan penduduk 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendattaran 
penduluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan 
Perattan Kepala Daerah 

Paragraf 2 
Pindah Datang 

Pasal 13 

(1 Penduduk Kabupaten Sintang yang pidah wajib melapor kepada registrar melaui RT setempat 
untul mendapatkan Surat Keterangan Pindah paling lambat I4 (empat belas) hari sebelum 
kepidahannya 

(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, adalah berdomisilinya penduduk di 
alamat yang baru untak waktu lebih dani I (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang 
bersangkutan untuk waktu yang kurang dani I (satu) Tahun 

(33) Penduluk yang datang ke wilayah Kabupaten Sintang wajib melapor kepada registrar melalui 
RT <etempat dengan membawa surat keterangan pindah dari instansi pelaksana di tempat asal 

(4) Pendattaran Pindah Datang penduduk scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (3) Pa<al 
mt, dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan iudah Datang 

(5) Salsa pidah datang penduduk setelah ditandatanganinya surat keterangan pindah datang 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi wilayah penduduk yang pindah datang 
dalam wilavah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(G) Klas.thatsi pidah datang penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimnaksud dalam ayat (5} Pasal ini, terdiri dari: 
a. lassitikasi l; dalam satu desa/kelurahan; 
b. lasitikasi ?Z; antar kelaurahan dalam satu kecaratan; 
• 

h Stikasi'3; antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota; 
d. lasifikasi 4; antar kabupaten/kota dalamn satu provinsi; atau 
e. lasifikasi 5; antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia. 

(7) Pelaksanaan pendattaran penduduk pindah datang penduduk ke wilayah Kabupaten Sintang 
dlakukan berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) 
han kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterng an Pindah Datang dari instansi pelaksana 
daerah asal 
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() Stat le teargan pdah datang scbagaiana dimaksud pada ayat (5) Fasal ini, cdigunakan 
seha • dasar perababan atas penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi 
'ehtuh var bets»nip'hula 

Pasal 14 

(I) Oas; Big yang memihiki lzin Tiggal Terbatas dan Orang /sing yang memiliki lzin Tinggal 
Tetap sang pindah darn wilayah Kabupaten Sintang wajib melaporkan kepindahannya kepada 
elute. wry.tat utuk mendapatkan Surat Keterangan l'idah paling lambat I4 (empat lelars.) 
hat sh h kepi dahanyat 

(2) Berdasarkan 
2) end..an laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, instansi pelaksana 

me attar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang 

(33) Oran \sing yang datang ke wilayah Kabupaten Sintang wajib melaporkan kedatangannya 
kepal. tegstrar dengan membawa Surat Keterangan Pindah Datang dari instansi pelaksana di 
tempat ssal paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang 
dan slanst pengelola daerah asal. 

(4) Surat Ieterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, digunakan 
sch;at tdasa perbahan alau penerbitan KK, KTP atau surat keterangan tempat tinggal orang 
asi; sang bersangkutan 

Paragraf 3 
Pindah Datang Antar Negara 

Pasal 15 

(I endulak \WNI Kabupaten Sintang yang pindah ke luar negen wajib melaporkan rencana 
epntahanmva kepada registrar melalui Ketua T setempat paling lambat I4 (empat belas) han 
sebehn epdahannya. 

() Bendas.tkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, instansi pelaksana 
med.attar dan menerbitkan Surat Keterangan indah ke luar neger 

('3) Warga egara Indonesia yang datang dani luar negen ke Kabupaten Sintang wajb melaporkan 
kedat. ya kepada petugas registrar melalui ketua RT setempat paling lambat I4 (empat 
belass han sejak tanggal kedatangannya 

() el lsan laporan sebagamana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, instansi pelaksana 
men larkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negen sebagai dasar 
pen ht, KK dan KT bagi penduduk yang bersangkutan 

Pasal 16 

(I 
.4lt 

t 
I 

l'us, 

ug; vanip menililt lzin 'Tiggal Terbatas yang datang dani luar negeri dan orang asing 
liki zm laya telah Derbah status pemegang lzin 'Tggal Terbatas yang 

a tiggal di wilavah Kabupaten Sintang wajib melaporkan kepada instansi pelaksana 
IKetna RT setepat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya lzin 

Ferbates 

() Ped.rs..aka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pasal ini, instansi pelaksana 
e , dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. 

(2) Masa. 
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('{) Me. Belak stat ketetangan tepat tinggal sebagimnana dimnaksud pada ayat (22) l'asal ii, 

diet.lain denga masa berlakunya lzin Tggal 'Terbatas 

() St Keterangan Tempat Tiggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib 
hh,aw. pal.a sal be1pe1,at 

Pasal IT 

(I) O.tr laing vang menihki lzin 'Tiggal Terbatas vang telah berbah status menjatdi oran! 
sir, .tr mehilt lzi Tiggal Tetap wajib nelaporkan kepada instansi pelaksana melalui 
et T setetpat paling lambat I4 (empat belas) hari sejak diterbitkannya lzin Tggal Tetap 

(Z) Belasakan laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) Pasal ini, instansi pelaksana 
mend.attar dan menerbitkan KK dan KTP 

Pasal 18 

(I) Or \sing vang menihiki lzin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal 
Tetap vang ala pilah keluar negen wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling 
lambt I4 (empat belas) han sebelum rencana kepindahannya 

( le has lapan sebag;aimana dimnaksud pala ayat (I) 'asal ii, instanrsi pelaksana 
meet/than I{eterangan ldah Luar Negeri (KILN) 

asal 19 

etenttan men;eat pesyaratan dan lala cara pendallaran peristiwa ependudukan sebagaimana 
dinaksu dalam asal 14, Pasal 15, Pasal I6, Pasal 17 dan Pasal I8 Peraturan ini, akan diatur lebih 
lanjut den;a l'eraturan Kepala Daerah 

Paragraf 4 
Penduduk Pelintas Batas 

Pasal 20 

I) I hlh vans; hngal di pebalas-a anlar negatat yang beraksud melintas balasnegara cdibei 
hr par tars balas oleh instansr yang Derwenang sestat ketentuan peraturan perundang- 
let;st 

(:2 l' 
111! 

ul sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, yang telah memperoleh buku pas 
alaswajib «didattar oleh instanst pelaksana 

.) Ket, an lelih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran bagi penducduk 
eh,e an,: dnnaksud pada ayat (I) dan ayat (Z) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut denagan 

en. 'pal 

Bagian Ketiga 
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 

Pasal 2I 

(I) Instant pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan 
van; mehipult 
at penduduk korban bencana alam; 
h pudduk korban bencana sosial; dan 
c rang terlantar, 
lleet torrwoil 
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(2) Ieduh penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
lt • la lt bl'areal ii, «dapat dilakuk di tepal semenla 

(') [le.l + ml.at.an shag,imana diaksud pa«la avat () Peal inii, diguaka sehagai «das 
+It 'anal Iietenan;an Kepelulukan ltl peluduk renlan ahits.last 
le p hell, 

() lttu. mepenal pratalan an ala eta I'endalaan I'enduduk Relan /list,tt 
lief lkan, akan chattr lelih lanjut dengan l'eraturan Bupati 

Bagian Keempat 
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu 

Mendaftarkan Sendiri 

Pasal 22 

(I) enhluh vatg Adak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap penstrwa kependudukan 
van, meangkut dininya sendirt dapat dibantu oleh registrar atau meminta bantuan kepala 
a l 

() lets tuat mengenar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, akan diatur lebih 
laput den;an 'eraturan Bupati 

BAB V 
PENCATATAN SIPHIL 

Bagian Kesatu 
Pencatatan Kelahiran 

Pasal 23 

\kt Kelahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diterbitkan oleh Pejabat 
'ipl dan drnnpan pala slatsi pela/sana 

() Sehap lelahitan wajil dilaporkaun oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain 
bed..than surat kuasa yang sah kepada Pejabat l'encatatan Sipi melalui Ketua T setempat 
pal lamhat ~0 (enam puluh) han sejak kelahiran 

lan laporan sebaganana dimaksud pada ayat (l) Pasal ini, Pejabat 'encatatan Sipil 
al pala regs.ter Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan kta Kelahiran. 

talan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan katipan akta kelahiran 
p pemsta elahiran seseotang yang tidak diketahi asal usulya atau keberadaan orang 
hdasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Denita acara pemeniksaan 

plrt,t 

( el 
ti 

t Pe 
eh 
lt, 
lat 

( hut 

Pasal 2A 

(l) lee satan kelahiran anak dani penduduk Sitang di luar Wilayah Indonesia dilaksanakan 
est eleluan Feraturan erundang undangan 

(2) Pencatatan_ 



() Pee tat,an kelahiran sebaggaimana dimaksud dalam ayat (I) Pasal ini dilaporkan kepada 
eat at peneatatan Sipi melalti KT setempal paling lambat '3O (tiga puluh) hari sejal 

peluduk vang; bersangkutan kembali ke Kabupaten Sintang 

Pasal ZS 

(I) Mekasme pelaporan kelahiran anak penduduk Kabupaten Sintang di atas kapal laut atau 
p.aw.l tear wapl dilaporkan oleh orang Iua alau orang! lain berdasarka surat tasa van1g! 
sah sesnat dengan ketentuan erattran erundang-undangan 

(2) Kelah.an sehagaimana dimaksud pada ayat (l) lasal ini, wajib dilaporkan oleh orang tua atau 
orang la bendasarhan surat kuasa yang sah kepada pejabat pencatatan sipil melalui ketua RT 
setempat paling lambat '3O (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke 
Kabupaten Sintang 

Pasal 26 

(I) Pelaponan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22'3 ayat (I) Peraturan ini, yang 
melampaui batas waktu 60 (enam pluh) hani sampai dengan I (satu) tahun sejak tanggal 
kelalra pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan instansi pelaksana 

() Kelahiran yang melampaui batas waktu I (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada 
Ii chlaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri 

Pasal 27 

'etentuat 
23 /asal: 

nat perssaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 
an Pasal 26 Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

Bagian Kedua 
Pencatatan Lahir Mati 

Pasal 28 

(I) Setap lahr mati wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain 
bet.ss.than surat kuasa yang sah kepada instansi pelaksana melalui Ketua T setempat paling 
l.bat 'o (tig puluh) hani sejak lahir mati 

(2) eahat l'encatat Sipil sebagaimana pada ayat (I) Pasal ini, menerbitkan Surat Keterangan Lahir 
Mat 

('3) Ketentuan mengenat persyaratan dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (L) 
las.l mi, akan diatr lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

Bagian Ketiga 
Pencatatan Perkawinan 

Paragraf I 
Pencatatan Perkawinan di Indonesia 

Pasal 29 

(I) Perkauwan varg sah menurut Peraturan Perun(dang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk 
epad. Peabat Peneatatan Sipil melalui Ketua RT di tempat terjadinya perkawinan paling 

aml tt) (enam puluh) han sejak tang'gal perkawinat 
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() t. ha lapotan schagaana diaksud pala ayat (I) lasal ini, lejabat lencatatan Sipil 
t pa«la register Akt Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan 

('') Kuta ta l'erkawnan sebagaimana dimaksud pada ayat () Pasal ini, masing-masing 
l+ she pla stat clan 1sltt 

() elate scbagamana dinaksud pacda ayat (I) Pasal ini, bag penduduk yang beragama Islam 
hil.huh. ch KUA Kecamatan 

f.) It. rl p al.lain alr pew·Awa schap,nana dimalsud patla ayat (h) I'asal int, wal 
ls.up.ha oleh KUAKec kepada 'ejabat Pencatatan Sipil «dalam waktu paling lambat 1( 

l hat etelah pee alalan pehawinan dilaksanala. 

6) l enealatan data scbaganana dimnaksud pada ayat (5) Pasal ini, tidak memerlukan 
ii·tan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

1111. 

atan yang dibentuk UTD, maka pada tingkat kecamatan dilaporkan sebagaimana 
d pada ayat (I) dilakukan pada UPTD. 

Pasal 30 

l'encatatan thawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku pula bagi: 
perhawiau yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan 

b perk.wt a \Warga Negara sing yang dilakukan di Kabupaten Sintang atas permintaan Warga 
Negata Bang! yang bersangutan 

Pasal 3I 

'erkawan .gz tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan perkawinan dilakukan 
etelah .lava penetapan Pengadila 

Paragraf 2 
Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Republik Indonesia 

Pasal 32 

(I) erk.an penduduk Kabupaten Sintang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

(22) enc.tatan perkawinan sebagaimana imaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaporkan oleh yang 
betsanhutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui ketua RT setempat paling lambat '3O (tiga 
puluht han sejak penduduk yang bersangkutan kembali Kabupaten Sintang 

Pasal 33 

hetentua n gnat pesyatalan dan tala cara pencalatan perkawin an sebagainana dimaksud dalam 
ltasal Z. I.at 'O, Pasal 3I dan Pasal 332 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

pal 

Bagian Keempat 
Pencatatan Pembatalan Perkawinan 

Pasal 34 

(]) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan 
perk.man kepada instansi pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 90 (sembilan 
pulul ani setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh 
kekt at.n hukum tetap. 
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() leabat penealatan sipil sebagaimnana dimaksud pala ayat (I) asal ii, mencabut Kutipan Akta 
l .ins dan lepenlilian sulyel ala dan mengelarkan Surat lKeterangan l'embatalat 
]'.tat 

• ea pesyatatan clan tala cata pencalatan pemhatalan perawan scbagaa 
l pala avat (1) dan ayat (2) Pasal ini, chiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kelima 
Pencatatan Perceraian 

Paragraf I 
P'encatatan Perceraian di Indonesia 

Pasal 35 

(I) Pereraan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui 
eta RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang 

peteaan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Bed. akan laporan sebagaimnana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil 
et pda Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. 

Paragraf 2 
Pencatatan Perceraian di luar Wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal 36 

(I) Peneat.tan lerceraian penduduk Kabupaten Sintang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 
lndones dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Permdang-undangan 

(4) eneatatan pereraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) pasal ini dilaporkan oleh yang 
bersagkutan kepacda instansi pelaksana melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga 
pulut 'ani sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Sintang 

Pasal 37 

fetetat 
'l 

eat persyaralan dan tala cara pencalatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam 
l'6 er.turn mt, aka diattr lebih lanjut dengan eraturan Bupati 

Bagian Keenam 
Pencatatan Pembatalan Perceraian 

Pasal 38 

n leeeratan bags penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkulan 
l jabat l'enalatan Sipil melalui Ketua KT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari 

tlusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mnemnpunyai kekuatan hukum tetap 

(2) an laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil 
e Kutipan kta lerceraian dan kepemilikan subyek dan nengeluarkan Surat 

Ket s,an P'embatalan Perceraian 

('3) Ket a mengenat persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian, akan diatur 
e ih l.nut dengan Peraturan Kepala Daerah 

Bagian 
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agian Ketujuh 
Pencatatan Kematian 

Paragraf I 
l'enealalan Kematan 

(I) Iethan wajth dlaporka oleh keluarganya alau yang mewakili kepada dinas melalui etua KT 
whet l paline; labat 'O (tip puluh) hari sejak langgal kemalian 

(2) Bo k.i lapotan sebaganana dimaksud pada ayat (l) Pasal ini, Peiabat Pencatatan Sipil 
e al la ester \kta lGerattan dan meneritkan Kutipan \kta Kematian 

(33) Pe t,tan keratian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan berdasarkan 
etetgan kematian dan pihak yang berwenang 

(4) )lo hal teradi ketidakjelasan keberadaan sescorang karena hilang atau mati tetapi tidak 
hiteuhain jenazah ya, pencalatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil bar dilakukan setelah adanya 
p pan l'engadlan 

() Dal. hal teradiva Kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Pejabat Pencatatan Sipil 
melahukan pencalatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian 

Paragraf 2 
Pencatatan Kematian di luar Wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal 40 

(l Ken u penduduk Kabupaten Sintang di luar wlayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dilah akan sestat engan ketentuan Peraturan Perndang-undangan 

() Kete an scbagamana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, menjadi dasar Pejabat Pencatatan 
Sip! eneatat penstiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan mengenai ematian seseorang 

Pasal 4l 

fete tan e genat persvaratan dan tata cara pencalatan kematian sebagainana dimaksud dalam 
s.l1'X s.a!'39 Perattan n, «diatur lebih lanjut dengan F'eraturan Bupati 

Bagian Kedelapan 
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak 

dan Pengesahan Anak 

Paragraf I 
Pencatatan Pengangkatan Anak 

Pasal 42 

(I) tan engangkatan \nak dilaksanakan berdasarkan enetapan Pengadilan di tempat 
n; pe1oho 

(2) Pencatatan 
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(Z) leneat,atan l'engangkatan \ak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, wajib dilaporkan 
ole h ·.ii! any men;atgkal kepada dinas yant menerbilkan lKutipan Akla IKelahiran melalui 
etu. KT' setempal paling lambat '3O (tiga puluhi) hani selelah ditemimanya salinan penclapan 
'englilan oleh enduduk 

('33) Bed.asark.an laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil 
membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. 

Paragraf 2 
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing 

Di luar Wilayah Republik Indonesia 

Pasal 43 

() leg;hatat anak warga Negara asing; yang dilakukan oleh Kabupaten Sintang di luar wilayal 
Repubhk Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Peng.ngkatan anak warga Negara asing sebagaimana dimnaksud pada ayat (I) dilaporkan olel 
penduduk kepada instansi pelaksana melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) 
han seiak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Sintang 

(.) et 
" 

a laporan schagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil 
hkan Surat Keterangan engangkatan Anak 

Paragraf 3 
Pencatatan Pengakuan Anak 

Pasal 44 

(I) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada intansi pelaksana melalui Ketua RT 
setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah dan 
dselujui oleh ibu darn anak yang bersangkutan. 

(2) Kewajban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, dikecualikan bagi orang tua 
yang agamanya tidak mebenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan 
yang sah 

('3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil 
meneatat pada Register Akta Pengakuan Aak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak 

Paragraf h 
Pencatatan Pengesahan Anak 

Pasal 45 

(I) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana melalui 
Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang 
bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan. 

() Kewaihan scbagaimana dimnaksud pada ayat (l) Pasal ini, dikecuaikan bagi orang tua yang 
agatanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang 
sah 

('3) Bendas.tkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pejabat Pencatatan 
ipil mebuat calatan puggit pada Akta Kelahiran 
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asal 46 

tentnan so rs at pat,lat dan Aala eata penealatan penganghaan anal, penahttan anal, lat 
Pen;esah.u he swhap,i ana dimaksud dalam Pasal A2, Pasal A'3 Pasal 4/ dan areal A5 Peralr, 

, hat I. + at le; I'ealt,an pal 

Bagian Kesembilan 
'encalatan Perubahan Nama dan erubahan Status 

Kewarganegaraan 
Paragraf I 

Pencatatan l'erubahan Nama 

Pasal 47 

(I) [enalatan lerhahan Nama dilaksanakan Derdasarkan penetapan F'egadilan Negeri tempal 
penolot 

(2) Ienet.tan peruhahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, wajib dilaporkan 
oleh lenduduk kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil melaluii 
etn. KT setempat paling lambat 330 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapa 
enghlan Negeri oleh pencduduk 

(3) Beds.rkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini, , Pejabat Pencatatan Sipil 
methat «alatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil. 

Paragraf 2 
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal 48 

(I) Peruhahan status kewarganegaraan dari warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia 
wapib dil.porkan olel peduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana melalui Ketua ] 
stepal paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau 
pemalaan janji setia oleh pejabat yang berwenang 

(2) Bel.kan laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal int, 'ejabat Pencatatan Sipil 
membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

Paragraf 3 
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Dari Warga 

Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di Luar 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal 49 

(I) Perhahan status kewargaegaraan dari Penduduk Kabupaten Sintang Warga Negara Indonesia 
meniadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan 
ketcnlun Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Pejalat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan 
enebitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tntang perubahan status kewarganegaraan 

scha;mana dimaksud dalam ayat () Pasal ini setelah menerima pemberitahuan dari Menetri 
yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
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Pasal 50 

etenluan menwgena pesatalan than Lala cat, penealatan pertbahan ata dan slaltrs 
ewar{aegain seagaman dimnaksud pla las.al 6, asal 47 dan Pesal 8 Peraturan ini, diatr 
elih lajut dengan 'erattran upali 

Bagian Kesepuluh 
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya 

Pasal 5I 

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan olch Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan 
Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap 

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan 

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kesebelas 
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Diri 

Pasal 52 

(I) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang 
menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Pejabat Pencatatan Sipil melalui dan/atau Ketua 
RT setempat atau meminta bantuan kepada orang lain. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pelaporan penduduk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 

BAB VI 
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

Bagian Kesatu 
Data Kependudukan 

Pasal 53 

(I) Data lKependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk 

(2) Data perseorangan meliputi: 
a. Nomor KK 
b. NIK; 
c Nama Lengkap; 
d. Jenis Kelamin; 
e. Tempat lahir, 
f. Tanggal/bulan/tahun lahir, 
g Golongan Darah; 
h. A\gama/kepercayaan; 
i. Status perkawinan; 
j Status hubungan dalam keluarga; 
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Xx 

IL 

V 

p 
q 

m. Jent I'eke1jaan, 
NIK Iu ha.dung 
Nana lb ha lung 
NIK Awah kadung 
Nama wah kadung 
lamat sebelmnya; 
Alamat sekarang 
Kepemilikan akla kelahiran/surat kenal lahir, 
Nome Mt, Kelahiitan/stat kenal lahir, 
Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 
Nomo \kt, perk.awinan/buku ikal, 
Tanggal perkawin an, 
Kepemilkan akta perceraian; 

z Nomor akta perceraian/surat cerai; 
aa. Tanggal perceraian. 

s. 
I. 

(') Dal agegat mehipnti himpunan data perseorangan yang beripa data kuantitatif dan data 
uahit,tit 

agian Kedua 
Dokumen Kependudukan 

Pasal 54 

(I) Dokumen lKependudukan meliputi: 
a Biodata Penduduk; 
b. KK 
c KT1 
d. Surat Keterangan Kependudukan; dan 
e. Akta encatatan Sipil 

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurf d meliputi: 
a Surat Keterangan Pindahr; 
b. Stat lKeterangan lidah Datang! 
c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri; 
d. Surat Keterangan Datang dari luar Negeri; 
e Surat Keterangan Tempat Tinggal; 
f. Surat Keterangan Kelahiran; 
g Surat Keterangan Lahir Mati; 
h Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; 

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian 
j Surat Keterangan Kematian 
k Surat Keterangan Pengangkatan Anak; 
I Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; 
m Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas; dan 
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil. 

(3) Biodata Penduduk, KK KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia 
antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota 
dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat 
Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeni, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, 
Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan 
Kelahiran untuk Orang Asing Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing Surat 
Keterangan Kematian untuk Orang Asing Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat 
Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan 
ditndatanoani oloh inetanei nelakcan2 
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(4) Surat IKeterangan indah enduduk antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/kota, diterbitkan 
dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala instansi pelaksana 

(5) Surat IKeterangan indah Datang 'enduduk dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindal 
Datang enduduk antarkelurahan dalam sat kecamatan, Surat Ketcrangan Kelahiran, dan 
Sur,t IKetetang{an Lahir Mati dapat diterbitkan sera ditandatangani oleh Lurah/kepala desa 
alas mama lMepala islatri pelasana 

(6) Surat IKeteragan Pengangkatan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganeggaraan 
'epubhk Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan I'eraturan Perun«dang-undangan. 

Pasal 55 

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat 
dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa penting dan 
Peristiwa Kependudukan yang dialami. 

Pasal 56 

(I) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga, anggota 
keluarga dan pekerjaan, agama, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, 
kewaganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua 

(2) Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam 
database Kependudukan 

(3) Nomor Kr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk selamanya, kecuali 
terjadi perubahan kepala keluarga 

(4) KK diterbitkan dan dibenikan oleh Kepala instansi pelaksana kepada penduduk warga Negara 
Indonesia dan Orang asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap. 

(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP. 

Pasal 57 

(I) Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap hanya 
diperbolehkan terdattar dalam I (satu) KK 

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada registrar melalui Ketua RT 
setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala instansi pelaksana 
medattar dan menerbitkan KK 

Pasal 58 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap yang telah 
berumur I7 (tujuh belas) tahun atau telah menikah atau pemah kawin wajib memiliki KTP. 

(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki lzin Tinggal tetap dan sudal 
berumur I7 (tujuh belas) tahun wajib meriliki KTP. 

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, berlaku secara nasional. 
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(4) emduduh wajib elaporkan perpanjangan masa berlaku KT kepada registrar melakui Ketua 
'T <etempat apabila mas berakunya telah berakhir 

(5) Pendulul vang telah meniliki KT wajib membawa pada saat berpergian 

(6) Penduduls seagoimana «imaksud pala ayat (I) dan ayat (Z) ['asal int, hanya diperbolehka 
memiliki I (satu) KTP 

Pasal 59 

() KT' eneanttkan gamhar lambang Garuda I'ancasila dan I'eta Wilayah Negara epubhl 
Indonesia, memuat keterangan tentang NIK Nama, Tempat tanggal Lahir, laki-laki atau 
perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas 
foto, masa berlaku, tempat an tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KT, gerta 
memuat nama dan nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatanganinya 

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, bagi penduduk yang 
agamanya belum diakui sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi 
penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database 
ependudukan. 

('S) Dala I'T' sebagaimana diaksud pada ayat (I) 1'asal ii, disediakan rang untuk meal 
kode keatanan dan rekatan elektronik pencalatan eristiwa enting 

(4) Masa berlaku KT'P sebagai mana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini adalah sebagai berikut: 
a untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun; 
b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku lzin Tinggal Tetap. 

(5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun dibeni KTP yang berlaku seumur hidup. 

Pasal 60 

Surat Keterangan ependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK,jenis 
kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang 
dialami seseorang 

Pasal 61 

(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: 
a Register Akta Pencatatan Sipi; 
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

(2) Akta encatatan Sipil berlaku selamanya. 

asal 62 

(1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 6l ayat (1) huruf a Peraturan 
ini, meat seluruh data Peristiwa Penting 

(2) Data Penstiwa Penting yang berasal dani KUAKec diintegrasikan ke dalam data base 
kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh instansi pelaksana. 

(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat: 
a. jenis Peristiwa Penting; 
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tan.at o; any! mengalamil 'eristiwa penin! 
d. ata la lenhtas pclapt, 
e. tempat dan tanggal penistiwa; 
f. nama dan identitas saksi; 
g tempat dan tang'gal dikeluarkannya akla; dan 
h. nama dan tanda tangan pejabat yang Derwenang 

Pasal 63 

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 6l ayat (I) huruf b Peraturan 
ini, terdii alas: 
a. kelalran; 
b. kemalian 
c. perkawinan; 
d. perceraian; dan 
e. pengakuan anak 

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 6l ayat (I) huruf b Peraturan m, memat 
a jenis peristiwa penting 
b. NIKMdan status kewarganegaraan; 
c. nata orang Yang mengalami Peristiwa enting; 
d. tempat dan tang'gal peristiwa; 
e. tepat dan tanggal dikeluarkannya akta; 
f. nama dan tanda tangan Pejabat yang Derwenang; dan 
g pemyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta 

Pencatatan Sipil. 

Pasal 64 

lnstansi pelaksana yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen 
pendattaran Penduduk sebagai berikut: 

a. KKatan KT paling lambat 4 (empat belas)hari; 
b. Surat Keterangan Pindah Paling lambat I4 (empat belas)hari; 
c. Surat Keterangan Pindah Datang Paling lambat I4 (erpat belas)har; 
d. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat I4 (empat belas)hari; 
e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat I4 (empat belas)har; 
f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling 

lambat I4 (empat belas)hari; 
g Surat Keterangan Kelahiran paling lambat I4 (empat belas)hari; 
h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 4 (empat belashhari; 
i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari; 
j. Surat Keterangan Pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau 
k Surat Keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya 

semua persyaratan 

Pasal 65 

(1) Pembetulan KTP hanya dlakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional. 

(2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan atau 
tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP. 

(3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh operator atas 
persetujuan Kepala Dinas. 



Pasal 66 

(I) Peletulan Akt, Pencalatan Sipil hava cilakuka untuk akla vat! mengalami kesalahan Iulis 
elastoal 

(22) embetulan Ata I'encalatan Sipil scbagaimana dimaksud pala ayat (I) asal ini, dilaksanaka 
dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta 

(3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukn 
oleh operator alas persetujuan Kepala instansi pelasana 

Pasal 67 

(I) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telal 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagairnana dimaksud pada ayat 
(I) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan 
mencabut kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dan kepemilikian subjek akta 

Pasal 68 

Dalam hal pengadilan yang memutuskan pembatalan akla berada di luar wilayah Kabupaten Sintang 
salinan putusan pengacdilan yang bersangkulan disampaikan Bupati melaluii inslansi pelaksana olel 
pemohon atau pengadilan. 

Pasal 69 

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan, pembetulan dan pembatalan akta 
pencatatan sipil scbagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan ini, akan diatur lcbih 
lanjut dengan 'eraturan Kepala Daerah 

Pasal 70 

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam biodata, blangko 
Ketetang;an lependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil 
denganl'eattn lerdangan yang berlakt. 

Pasal 71 

KK, KTP, Surat 
diatur sest 

Ketenluan mengenai penerhitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang 
melakukan tugas keamanan Negara diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 
Peraturan per«dang-undangan 

Pasal 72 

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada 
Dokumen Kependudukan 

Pasal 73 

Ketenttan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, 
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB VIL. 
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BAB VII 

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH 
ATAU NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM 

KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA 

Pasal 74 

(/) Apall.a Deal atau Neta ala chapan Nep,ta liyalala tdalam heatlaan damat de1g,an 
segala tigkatannrya menurut eraturan 'erdang-undangan, oloritas pemerintahan yang 
enabal pa«la saat itu «diheni kewenangan mnembuat surat keterangan mengenai F'eristiwa 

Kependulukan dan leristiwa enting 

(2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, sebagai dasar penerbitan 
Dokumen Kependudukan 

(3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, petugas registrar dan pejabat pencatatan sipil aktif 
mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 

Pasal 75 

(1) Dalam hal terjadi keadean luar biasa sebagai akibat bencana alam, instansi pelaksana wajib 
melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam. 

(2) Instanst pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Tanda Identitas dan Surat Keterangan 
Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini 

(3) Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan 
sebagai tanda bukti din dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan dokumen kependudukan. 

(4) Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda 
Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, 
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB VIII 
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

Pasal 76 

(1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sintang dilakkan oleh 
Kepala Daerah 

(2) engelolaan lnfornasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sintang sebagaimana 
dimaksud pada ayat () Pasal ini, dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan. 

(3) Pengaturan mengenai SIAK di Kabupaten Sintang dan pengelolanya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(4) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten 
Sintang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

(5) Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. 
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Pasal 77 

(I) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK Kabupaten Sintang dan tersimpan di dalam Database 
kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan 
dan pembangunan 

(2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hars 
mnendapatkan izin Kepala Daerah. 

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah 

BABIX 
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK 

Pasal 78 

(1) Data Pnibadi Penduduk yang harus dilindungi memuat : 
a nomor KK 
b. NIK 
c. tanggal/bulan/tahun lahir, 
d. keterangan tentang kecatatan fisik dan/atau mental; 
e. NIK ibu kandung 
f. NIK aval: dan 
g beberapa isi catatan peristiwa penting 

(2) Ketentuan mengenai beberapa isi catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf g Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 79 

(1) Data Prbadi penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 Peraturan ini, wajib disimpan dan 
dilindungi oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Pengaturan mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupali 

(3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus dijaga kebenaranmya dan 
dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Daerah dan instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. • 

Pasal 80 

(I) Data dan Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 Peraturan ini, wajib 
disimpan dan dilindungi oleh Pemerntah Daeral 

(2) Bupati sebagai penanggung jawab mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang 
pemberian hak akses kepada petugas operator, supervisor dan Kepala instansi pelaksana untuk 
memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta melacak data, 
mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku 

Pasal 81L. 
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Pasal 8I 

Kepal Daerah sebagai penanggung jawab memberikan hak-hak akses kepada petugas 
ope1alot, supervisor dan Kepala instansi pelaksana untuk memasukkan, meryimpan, membaca, 
mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi serta melacak data Pribadi. 

j 
1 

(2) Ketentuan 
sebagairmana 
Bupati 

mengenai persyaralan, 
dimaksud pada ayat (l) 

rang lingkup dan tala cara pemberian 
Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan 

Pasal 82 

hak akses 
· Peraturan 

(1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari 
petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana yang memiliki hak akses. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cata untuk memperoleh dan 
metggunakan data pribadi penduduk sebagaimnana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan 
diatur dengan Peraturan Bupati 

BABX 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 83 

(I) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Kabupaten Sintang yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi 
wewenang khusus sebagai PPNS sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas penyidikan 
berwenang untuk 

a menenima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya 
dugaan tindak pidana administrasi kependudukan; 

b. memeniksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi 
Kependudukan; 

c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b ayat ini; 

d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeniksaan. 

(3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS serta mekanisme penyidikan dilakukan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

BABXI 
SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 84 

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu 
pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal: 
a pindah datang bagi orang asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang 

memiliki lzin Tinggal Tetap sebagairmana dimaksud dalam Pasal I4 ayat (3) Peraturan ini; 
b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana 

dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan ini; 
c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan ini; 

d. pindah •. 



d. 

e 

f 

pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki 'zin Tinggal Terbatas 
scbacaimana dimaksud dalam Pasal I6 ayat (1) Peraturan ini; 
peribahan status Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing 
yang memiliki lzin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal IT ayat (1) Peraturan 
t, 

pidah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas atau Orang 
Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal I8 ayat (l) 
Perturan ini 
perubahaa KK sebagaitana dimnaksud dala l'asal S6 ayat (2) Heraturan ini; atat 
perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) Peraturan ini 

i, + 
! 

(2) 

(I) 

Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terhadap Penduduk WNI 
paling banyak Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak 
RD. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

Pasal 85 

Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu 
pelaporan Peristiwa Penting dalam hal: 
a kelahiran sebagaimana dimaksud dalam asal 2Z3 ayat (I) atau Pasal 24 ayat ( ) atau Pasal 

2: aNat t'at.au'heat 2 ayat(I'atau Ee! 2'aat (I 
b ranan sclegauana dimaisud dalam'sat 2'asat tl'atau ±sat 3aat (l 
c pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud palam Pasal 3A ayat (l) 
d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (I) atau Pasal 36 ayat (); 
e pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); 
f. kematian sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (l) atau Pasal 40 ayat (l) 
g pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau Pasal 43 ayat (4); 
h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1); 

pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) 
j perbahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (22); 
k perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 

ayat (I); atau 
peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5l ayat (2) 

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling banyak Rp. 
1.000.000.,00 (sat juta rupiah) 

Pasal 86 

(1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) Peraturan ini, yang berpergian 
tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh 
ribu rupiah) 

(2) Setiap Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (4) Peraturan ini, yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai 
denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 

Pasal 87 

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Peraturan ini, merupakan 
penerimaan daerah, dan disetor ke kas umum daerah. 

Pasal 88. 
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Pasal 88 

Dala hal I'eahal pala rlasi pelals«aa melalukatr litlalain ala 'engaja melahukar limdalat 
yang memperlamhat pengurrsan Dokumen fependudukan dalam balas waktu yang ditentukan sesuai 
dengan kelentuan petaluran perudang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai detg}an 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 89 

(I) Sanksi administratif scbagaimana dimaksud dalam P'asal 84, 85, 86 dan 87 Peraturan ini, akan 
dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
84, 85, 86 dan 87 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati 

BAB XII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 90 

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi 
Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana 
Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) 

Pasal 91 

Setiap orang yang tanpa hak dengan segaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data 
pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Peraturan ini, Dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh 
lima juta rupiah) 

Pasal 92 

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaiamna dimaksud dalam Pasal 
80 ayat (I) dan/atau Pasal 8l ayat (1) Peraturan ini, Dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 

Pasal 93 

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak menerbitkan dan/atau mendistribusikan 
blanko Dokumen Kependudukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama I0 (sepuluh) tahun dan 
denda paling bamvak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Pasal 94 

Setiap penduduk yag dengan segaja mendattarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga 
lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (I) atau untuk memiliki KTP lebih dari 
satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) Peraturan ini, dipidana paling banyak Rp. 
25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) 

Pasal 95. 
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(I) Dl. had peahat dan pup pad. I'envelenpara dan hr.tar.i I'elala elahuh lit«lalat 
idana sehag;aunana diaksud dalam 'asal 90 tau l's.l 9] I'eaturan in, pejabat yang, 

bersa;ht,n dipilana deg{an pilana vang, sama ditahah I4'3 (satu pertiga) 

(22) Dalam hal pejabat dan pelugas pada enyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam asal 90, pejabat yang bersangkutan 
plan. seswat dengan letentan dang! lag! 

Pasal 96 

Tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam asal 90, asal 9l, Pasal 922, Pasal 9'3 dan asal 9/ 
Peraturan int, adalah tindakan pidana Administrasi Kependudukan 

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 97 

(l) Semua Dokumen lKependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan 
Daerah int diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurit Peraturan Daerah ini. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecualikan untuk KK dan KTP 
yang sesuai dengan batas waktu diberlakukannya atau diterbitkannya KK dan KTp 

Pasal 98 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: 
a Instansi pelaksana memberikaa NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun; 

b. semua Istansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun; 

c. KT <et hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belm mempunyai NIK 
harus disesuaikan dengan eraturan Daerah ini; 

d. KTP yang diterbitkan belum mengac pada Pasal 59 ayat (3) Peraturan ini, tetap berlaku sampai 
dengan batas waktu berakhimya masa berlaku KT; 

e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan 
oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dihapus setelah database 
kependudukan nasional terwujud. 

BAB XIL 



BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 99 

eraturan Daerah ini berlaku pala tanggal diurdangkan 
gar setiap orang mengetahainya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan 
penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sintang 

Disahkan di Sintang 
pada tanggal I7 Juni 2009 

BUPATT SINTANG, 

TTD 

MILTON CROSBY 

Dndangkan di Sintang 
pada tanggal 17 Juli 2009 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

TTD 

ABDUSSAMAD ISMAIL 

EMBARAN DAERAH KABUPATEN SIN'TANG 'TA!HUN 2OO9 NOMOR ' 

Salinan sah 
Sesuai aslinya, 

An. Sekretaris Daerah 
Asisten Pemerintahan 
Ub. Kepala Bagian Huk 

mbina 
ip. 19590617 199603 1 001 
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